Komisi Pemberantasan Korupsi

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ANJAR SUPRAPTO
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK . 484518
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/96 m2 di KAB / KOTA
PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA
PURWAKARTA, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 130.000.000

3. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA SINGKAWANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOTOR, HONDA ASTREA SEPEDA MOTOR Tahun 1985, HASIL
SENDIRI Rp. 1.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000

3. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
8.500.000

4. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
5.500.000

5.  MOBIL, MITSUBISHI MIRRAGE Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

65.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
SURAT BERHARGA Rp.

KAS DAN SETARA KAS Rp.

530.000.000

84.000.000

5.275.183
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F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 619.275.183

I1l. HUTANG Rp. 329.014.963

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 290.260.220
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SRI SUNARDI
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK . 627812
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 422.000.000

1. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL
SENDIRI Rp. 37.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA
PONTIANAK , WARISAN Rp. 385.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 62.800.000
1. MOBIL, AVANZA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
55.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 2.800.000

3. MOTOR, HONDA VARIO HONDA Tahun 2013, HASIL SENDIRI

Rp. 5.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -=--
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 36.747.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 521.547.000
. HUTANG Rp. 75.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 446.547.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ASWANTO
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 230506
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.225.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/270 m2 di KAB / KOTA KUBU
RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 1.225.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 18.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 9.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI

Rp. 9.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 56.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 1.309.000.000
. HUTANG Rp. 30.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.279.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DIDIK SAIFUDDIN ANSHORI
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 939577
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/60 m2 di KAB / KOTA KUBU
RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 13.000.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z-CW Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 4.000.000

2. MOTOR, HONDA AFX12U21C08 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

9.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. =2
D. SURAT BERHARGA Rp. ——-
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 92.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ——
Sub Total Rp. 405.000.000
. HUTANG Rp. ——-
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 405.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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IKHTISAR LHKPN a.n FAHRUDIN
(Jenis Laporan - Tahun: Periodik — 2024)
NIK 6171041810740010

1. DATA PRIBADI

Nama :  FAHRUDIN

NIK :  6171041810740010

No KK : 6171040607100008

NPWP : 694109174701000

Jenis Kelamin : Laki Laki

Tempat/Tanggal Lahir : SAMBAS/18 Oktober 1974

Status Nikah . Menikah

Agama : ISLAM

Alamat :JI. 28 OKTOBER, PONTIANAK UTARA, PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT

Nomor Handphone ;081345548440

Email :  fahrudin.se@pertanian.go.id

NHK : 261553

Bidang : EKSEKUTIF

Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN

Jabatan :  BENDAHARA PENGELUARAN - BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT - BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN

Tanggal Lapor : 31 Desember 2024

Tanggal Kirim : 24 Februari 2025

Status . Terverifikasi Lengkap

Halaman 1 dari 10 Dicetak Melalui elhkpn.kpk.go.id Tanggal 25/06/2025 oleh User FAHRUDIN (Wajib LHKPN)
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2. DATA KELUARGA

NAMA

=

HUBUNGAN
DENGAN PN

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR /
JENIS KELAMIN PEKERJAAN

ALAMAT RUMAH

1 | DR. HENNY SANULITA, ISTRI KETAPANG, 22 September 1982 / PNS JI. 28 OKTOBER, Kelurahan SIANTAN HULU,
M.PD. PEREMPUAN Kecamatan PONTIANAK UTARA,
Kabupaten/Kota PONTIANAK, Provinsi
KALIMANTAN BARAT
2 | M. FATHIR NUR AZHIM ANAK BUKAN PONTIANAK, 5 April 2007 / LAKI- PELAJAR MAN JI. 28 OKTOBER, Kelurahan SIANTAN HULU,
TANGGUNGAN LAKI Kecamatan PONTIANAK UTARA,
Kabupaten/Kota PONTIANAK, Provinsi
KALIMANTAN BARAT
3 | RAFARIZQULLAH ANAK KETAPANG, 3 Juni 2010 / LAKI-LAKI | PELAJAR MTS JI. 28 OKTOBER, Kelurahan SIANTAN HULU,
TANGGUNGAN Kecamatan PONTIANAK UTARA,
Kabupaten/Kota PONTIANAK, Provinsi
KALIMANTAN BARAT
4 | RAFI AINNURRAHMAN ANAK PONTIANAK , 25 Juni 2015 / LAKI- PELAJAR SD JI. 28 OKTOBER, Kelurahan SIANTAN HULU,
TANGGUNGAN LAKI Kecamatan PONTIANAK UTARA,
Kabupaten/Kota PONTIANAK, Provinsi
KALIMANTAN BARAT
5 | FIRZA MAULANA AKBAR ANAK PONTIANAK, 15 Juli 2018 / LAKI- PELAJAR SD JI. 28 OKTOBER, Kelurahan SIANTAN HULU,
TANGGUNGAN LAKI Kecamatan PONTIANAK UTARA,
Kabupaten/Kota PONTIANAK, Provinsi
KALIMANTAN BARAT
6 | FANNY NURUL DZIHNI ANAK PONTIANAK, 6 Juli 2019 / PELAJAR TK JI. 28 OKTOBER, Kelurahan SIANTAN HULU,
TANGGUNGAN PEREMPUAN Kecamatan PONTIANAK UTARA,

Kabupaten/Kota PONTIANAK, Provinsi
KALIMANTAN BARAT

3. JABATAN
Halaman 2 dari 10

Dicetak Melalui elhkpn.kpk.go.id Tanggal 25/06/2025 oleh User FAHRUDIN (Wajib LHKPN)
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NO JABATAN - DESKRIPSI JABATAN / ESELON LEMBAGA UNIT KERJA SUB UNIT KERJA

1 | BENDAHARA PENGELUARAN KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN BALAI PENERAPAN STANDAR
PERTANIAN INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN BARAT

4. DATA HARTA
4.1. TANAH / BANGUNAN

NILAI PELAPORAN NILAI PELAPORAN
\[0) LOKASI LUAS KEPEMILIKAN SEBELUMNYA SAAT INI KETERANGAN
1 | Jalan/No : 28 OKTOBER RT. 04 | Tanah: 180 m” Jenis Bukti: SERTIFIKAT Rp. 350.000.000 Rp. 350.000.000 | TETAP
RW. 23 KODE POS. 78241 Bangunan: 162 Nomor Bukti: 2
Kel. / Desa : SIANTAN HULU m? Atas Nama: PN YANG
Kecamatan : PONTIANAK HULU BERSANGKUTAN
Kab. / Kota : PONTIANAK Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI
Prov. / Negara : KALIMANTAN Pemanfaatan: LAINNYA
BARAT / INDONESIA Tahun Perolehan: 2005
2 |Jalan/No : 28 OKTOBER RT. Tanah: 166 m* Jenis Bukti: SERTIFIKAT Rp. 120.000.000 Rp. 120.000.000 | TETAP
RW. KODE POS. 78241 Bangunan: - m? Nomor Bukti: 2
Kel. / Desa : SIANTAN HULU Atas Nama: PN YANG
Kecamatan : PONTIANAK HULU BERSANGKUTAN
Kab. / Kota : PONTIANAK Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI
Prov. / Negara : KALIMANTAN Pemanfaatan: LAINNYA
BARAT / INDONESIA Tahun Perolehan: 2017
3 | Jalan/No : KARTIASA RT. RW. | Tanah:21.600 m® | Jenis Bukti: LAINNYA Rp. 180.000.000 Rp. 180.000.000 | TETAP
KODE POS. 79162 Bangunan: - m? Nomor Bukti: 1
Kel. / Desa : KARTIASA Atas Nama: PN YANG
Kecamatan : SAMBAS BERSANGKUTAN
Kab. / Kota : SAMBAS Asal Usul Harta: WARISAN
Prov. / Negara : KALIMANTAN Pemanfaatan: LAINNYA

Halaman 3 dari 10 Dicetak Melalui elhkpn.kpk.go.id Tanggal 25/06/2025 oleh User FAHRUDIN (Wajib LHKPN)
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NILAI PELAPORAN NILAI PELAPORAN
NO LOKASI LUAS KEPEMILIKAN SEBELUMNYA SAAT INI KETERANGAN

BARAT / INDONESIA Tahun Perolehan: 2000

Sub Total Rp. 650.000.000

4.2. ALAT TRANSPORTASI / MESIN

NILAI PELAPORAN NILAI PELAPORAN

NO URAIAN KEPEMILIKAN SEBELUMNYA SAAT INI KETERANGAN
1 Jenis : MOTOR Jenis Bukti: BPKB/STNK Rp. 15.500.000 Rp. 15.000.000 | UBAH
Merk : HONDA Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI
Model : X1IHO2N32L1 A/T Atas Nama: Lainnya (null)
Tahun Pembuatan : 2022 Pemanfaatan: TIDAK DIGUNAKAN
No. Pol. / Registrasi : KB 6404 NX SENDIRI & MENGHASILKAN
Lainnya: -
Tahun Perolehan: 2023
2 Jenis : MOTOR Jenis Bukti: BPKB/STNK Rp. 27.500.000 Rp. 27.000.000 | UBAH
Merk : HONDA Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI
Model : SOLO Atas Nama: PN YANG BERSANGKUTAN
Tahun Pembuatan : 2022 Pemanfaatan: DIGUNAKAN SENDIRI
No. Pol. / Registrasi : KB 6405NX Lainnya: -
Tahun Perolehan: 2022
3 Jenis : MOBIL Jenis Bukti: BPKB/STNK Rp. 225.000.000 Rp. 220.000.000 | UBAH
Merk : MITSUBISHI Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI
Model : MINIBUS Atas Nama: PN YANG BERSANGKUTAN
Tahun Pembuatan : 2019 Pemanfaatan: TIDAK DIGUNAKAN
No. Pol. / Registrasi : KB 1785 SS SENDIRI & MENGHASILKAN
Lainnya: -
Tahun Perolehan: 2019

Halaman 4 dari 10 Dicetak Melalui elhkpn.kpk.go.id Tanggal 25/06/2025 oleh User FAHRUDIN (Wajib LHKPN)
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NILAI PELAPORAN NILAI PELAPORAN
SEBELUMNYA R KETERANGAN

Sub Total Rp. 262.000.000

NO URAIAN KEPEMILIKAN

o

4.3.HARTA BERGERAK LAINNYA

NILAI PELAPORAN NILAI PELAPORAN
SEBELUMNYA SAAT INI

Sub Total Rp. 0

NO URAIAN ASAL USUL HARTA

KETERANGAN

4.4.SURAT BERHARGA
NO URAIAN NO. REKENING / NILAI PELAPORAN NILAI PELAPORAN

NO. NASABAH ASAL USUL HARTA SEBELUMNYA SAAT INI

Sub Total Rp. 0

KETERANGAN

4.5.KAS / SETARA KAS

NO URAIAN INFORMASI REKENING ASAL USUL HARTA NILAISZI;L_I_A:\‘?RAN KETERANGAN
1 Jenis : TABUNGAN Nomor : 007101046969506 HASIL SENDIRI Rp. 2.782.520 | UBAH
Keterangan: - Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN
Nama Bank / Lembaga : BRI CABANG
PONTIANAK
Sub Total Rp. 2.782.520

4.6.HARTA LAINNYA

Halaman 5 dari 10 Dicetak Melalui elhkpn.kpk.go.id Tanggal 25/06/2025 oleh User FAHRUDIN (Wajib LHKPN)
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NILAI PELAPORAN NILAI PELAPORAN
NO URAIAN ASAL USUL HARTA SEBELUMNYA SAAT INI KETERANGAN

Sub Total Rp. 0

4.7. HUTANG

URAIAN NAMA KREDITUR BENTUK AGUNAN NILAI AWAL HUTANG  NILAI SALDO HUTANG

1 Jenis : HUTANG LAINNYA BRI CABANG PONTIANAK SK PNS Rp. 150.000.000 Rp. 52.121.500
Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN

Sub Total Rp. 150.000.000 Rp. 52.121.500
5. PENERIMAAN
5.1.PENERIMAAN DARI PEKERJAAN
NO ‘ JENIS PENERIMAAN PENYELENGGARA NEGARA ’ PASANGAN

1 Gaji dan Tunjangan Rp. 62.239.800 Rp. 0
2 Penghasilan dari Profesi/Keahlian Rp. 54.823.300 Rp.0
3 Honorarium Rp. 7.296.000 Rp. 0
4 Tantiem, Bonus, Jasa Produksi, THR Rp. 0 Rp. 0
5 Penerimaan Pekerjaan Lainnya Rp. 9.276.000 Rp. 0

Halaman 6 dari 10 Dicetak Melalui elhkpn.kpk.go.id Tanggal 25/06/2025 oleh User FAHRUDIN (Wajib LHKPN)
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NO JENIS PENERIMAAN PENYELENGGARA NEGARA PASANGAN

Sub Total | Rp. 133.635.100 Rp.0

5.2.PENERIMAAN DARI USAHA DAN KEKAYAAN

NO JENIS PENERIMAAN TOTAL PENERIMAAN KAS

1 Hasil Investasi dalam Surat Berharga Rp. 0
2 Hasil Usaha/Sewa Rp.0
3 Bunga Tabungan/Deposito dan Lainnya Rp. 0
4 Penjualan atau Pelepasan Harta Rp. 0
5 Penerimaan Lainnya Rp. 0

Sub Total Rp. 0

5.3.PENERIMAAN LAINNYA

NO JENIS PENERIMAAN TOTAL PENERIMAAN KAS

1 Penerimaan Hutang Rp. 0

2 Penerimaan Warisan Rp.0

Halaman 7 dari 10 Dicetak Melalui elhkpn.kpk.go.id Tanggal 25/06/2025 oleh User FAHRUDIN (Wajib LHKPN)
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NO JENIS PENERIMAAN TOTAL PENERIMAAN KAS
3 Penerimaan Hibah/Hadiah Rp.0
4 Lainnya Rp.0
Sub Total Rp. 0

6. PENGELUARAN
6.1.PENGELUARAN RUTIN

NO JENIS PENGELUARAN TOTAL NILAI PENGELUARAN

1 Biaya Rumah Tangga (termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, Rp. 24.000.000
rekreasi, pembayaran kartu kredit)

2 Biaya Sosial (antara lain keagamaan, zakat, infaq, sumbangan lain) Rp. 0

3 Pembayaran Pajak (antara lain PBB, kendaraan, pajak daerah, pajak lain) Rp. 2.000.000

4 Pengeluaran Rutin Lainnya Rp. 6.000.000

Sub Total Rp. 32.000.000

6.2.PENGELUARAN HARTA

NO JENIS PENGELUARAN TOTAL NILAI PENGELUARAN

Halaman 8 dari 10 Dicetak Melalui elhkpn.kpk.go.id Tanggal 25/06/2025 oleh User FAHRUDIN (Wajib LHKPN)
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’T JENIS PENGELUARAN TOTAL NILAI PENGELUARAN
1 Pembelian/Perolehan Harta Baru Rp.0
2 Pemeliharaan/Modifikasi/Rehabilitasi Harta Rp.0
3 Pengeluaran Non Rutin Lainnya Rp. 0
Sub Total Rp. 0

6.3. PENGELUARAN LAINNYA

NO JENIS PENGELUARAN TOTAL NILAI PENGELUARAN
1 Biaya Pengurusan Waris/Hibah/Hadiah Rp.0
2 Pelunasan/Angsuran Hutang Rp. 0
3 Pengeluaran Lainnya Rp. 0
Sub Total Rp. 0

7. LAMPIRAN FASILITAS

=N

URAIAN

KETERANGAN

NAMA PIHAK PEMBERI FASILITAS

8. TOTAL HARTA KEKAYAAN

Halaman 9 dari 10
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NO TOTAL HARTA TOTAL HUTANG TOTAL HARTA KEKAYAAN

1 Rp. 914.782.520 Rp. 52.121.500 Rp. 862.661.020

Catatan:

Rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum
dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan melalui elhkpn.kpk.go.id serta tidak dapat
dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.

Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara
wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Yth. Sdr DIAN MARDIAH

KEMENTERIAN PERTANIAN
Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima
dengan ringkasan sebagai berikut

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : DIAN MARDIAH
BENDAHARA PENERIMA - BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
Jabatan . PERTANIAN KALIMANTAN BARAT - BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN
PERTANIAN
Bidang . EKSEKUTIF
Lembaga - KEMENTERIAN PERTANIAN

Tanggal / Tahun Pelaporan @ 2024

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN.
Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami
terima dan LHKPN felah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan
batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim
kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi  kami kembali melalui email
elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda fidak perlu membalas
email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
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LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama
NIK
Lembaga

Unit Kerja
Sub. Unit Kerja

Jabatan
Jenis Laporan

Tanggal Kirim

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
JI. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

DIAN MARDIAH

6171044511680006

KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN BARAT

BENDAHARA PENERIMA

Periodik - 2024

: 21 Februari 2025

Cafétan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban

penyampaian LHKPN.

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2025-02-21 08:43:41
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Komisi Pemberantasan Korupsi

IKHTISAR LHKPN a.n DIAN MARDIAH
(Jenis Laporan - Tahun: Periodik — 2024)

NIK 6171044511680006
1. DATA PRIBADI
Nama . DIAN MARDIAH
NIK - 6171044511680006
No KK . 6171042902080048
NPWP - 694109083701000
Jenis Kelamin . Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir - PONTIANAK/S November 1968
Status Nikah . Menikah
Agama : ISLAM
Alamat - PARIT PANGERAN, PONTIANAK UTARA, PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT
Nomor Handphone - 085245321055
Email . dianmardiah722@gmail.com
NHK . 261552
Bidang . EKSEKUTIF
Lembaga - KEMENTERIAN PERTANIAN
Jabatan - BENDAHARA PENERIMA - BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN BARAT - BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN
Tanggal Lapor - 31 Desember 2024
Tanggal Kirim -
Status . Draft

Halaman 1 dari © Dicetak Melalui elhkpn.kpk.go.id Tanggal 21/02/2025
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Komisi Pemberantasan Korupsi

2. DATA KELUARGA

HUBUNGAN TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR /
DENGAN PN JENIS KELAMIN

PEKERJAAN 3 ALAMAT RUMAH

1 | SUPANGAT, S.E. SUAMI BLORA, 15 Juni 1965 / LAKI-LAKI PENSIUNAN PNS PARIT PANGERAN
2 | ANGGA NUGRAHA YUDA ANAK BUKAN PONTIANAK , 20 November 1993 / | SWASTA JL. PARIT PANGERAN KOMPLEK PANGERAN
TANGGUNGAN LAKI-LAKI PERMAI BLOK A. NO. 3 SIANTAN HULU
PONTIANAK KALBAR,
3 | YUNI UTAMI NUGRAHA ANAK BUKAN PONTIANAK , 20 Maret 1997 / SWASTA JL. PARIT PANGERAN KOMPLEK PANGERAN
TANGGUNGAN PEREMPUAN PERMAI BLOK A. NO. 3 SIANTAN HULU
PONTIANAK KALBAR
4 | ARIF WIGUNA NUGRAHA ANAK BUKAN PONTIANAK , 14 November 2001/ | TNI JL. PARIT PANGERAN KOMPLEK PANGERAN
TANGGUNGAN LAKI-LAKI PERMAI BLOK A. NO. 3 SIANTAN HULU
PONTIANAK KALBAR
3. JABATAN

NO ' JABATAN - DESKRIPS] JABATAN / ESELON LEMBAGA UNIT KERJA SUB UNIT KERJA

1 | BENDAHARA PENERIMA KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN BALAI PENERAPAN STANDAR
PERTANIAN INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN BARAT

4. DATA HARTA
4.1.TANAH / BANGUNAN

NILAI PELAPORAN NILAI PELAPORAN
LOKASI | VKEPEMILIKAN SEBELUMNYA | SAATINI KFTERANGAN

Sub Total Rp. 0O
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4.2.ALAT TRANSPORTASI / MESIN

NILAI PELAPORAN NILAI PELAPORAN

URAIAN : KEPEMILIKAN SEBELUMNYA SAAT INI KETERANGAN
1 Jenis : MOTOR Jenis Bukti: BPKB/STNK Rp. 18.000.000 Rp. 17.000.000 | UBAH
Merk : HONDA VARIO Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI
Model : SEPEDA MOTOR Atas Nama: PN YANG BERSANGKUTAN
Tahun Pembuatan : 2020 Pemanfaatan: DIGUNAKAN SENDIRI
No. Pol. / Registrasi : 2588 HSQMX Lainnya: -
Tahun Perolehan: 2020

Sub Total Rp. 17.000.000

4.3.HARTA BERGERAK LAINNYA

: NILAI PELAPORAN NILA]I PELAPORAN
URAIAN _ ASAL USUL HARTA : e LA KETERANGAN
1 Jenis : PERHIASAN & LOGAM/BATU MULIA HASIL SENDIRI Rp. 4.900.000 Rp. 5.000.000 | UBAH
Jumlah : 7.00

Satuan : GRAM
Ket. Lainnya : Cincin
Tahun Perolehan: 1996

2 Jenis : PERHIASAN & LOGAM/BATU MULIA HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000 Rp. 32.000.000 | UBAH
Jumlah : 20

Satuan : GRAM

Ket. Lainnya : Kalung, gelang
Tahun Perolehan: 2014

Sub Total Rp. 37.000.000

4.4 SURAT BERHARGA
Halaman 3 dari 9 Dicetak Melalui elhkpn.kpk.go.id Tanggal 21/02/2025
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Sub Total Rp. 0

4.5.KAS / SETARA KAS

NILAI PELAPORAN

URAIAN INFORMASI REKENING ASAL USUL HARTA v SAAT INI KETERANGAN
1 Jenis : TABUNGAN Nomor : 0071-01-074862-50-8 HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000 | UBAH
Keterangan : - Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN
Nama Bank / Lembaga : BRI
2 Jenis : TABUNGAN Nomor : 007101046975507 HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000 | UBAH
Keterangan : - Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN
Nama Bank / Lembaga : BRI

Sub Total Rp. 104.000.000

4.6.HARTA LAINNYA

URAIAN ASAL USUL HARTA v B DI RELARREAN KETERANGAN

. SEBELUMNYA 1 SAAT INI
Sub Total Rp. 0

4.7.HUTANG

URAIAN NAMA KREDITUR BENTUK AGUNAN NILAI AWAL HUTANG | NILAI SALDO HUTANG

1 Jenis : HUTANG LAINNYA BRI SK. CPNS, SK.PNS, SK. Rp. 100.000.000 Rp. 5.169.200
Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN TERAKHIR DAN TASPEN
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URAIAN

—

NAMA KREDITUR BENTUK AGUNAN

2024

NILAI AWAL HUTANG  NILAI SALDO HUTANG

Sub Total Rp. 100.000.000 Rp. 5.169.200
5. PENERIMAAN
5.1.PENERIMAAN DARI PEKERJAAN
NO JENIS PENERIMAAN PENYELENGGARA NEGARA PASANGAN
1 Gaji dan Tunjangan Rp. 132.827.814 Rp. 56.070.000
2 Penghasilan dari Profesi/Keahlian Rp.0 Rp.0
3 Honorarium Rp. 4.560.000 Rp. 0
4 Tantiem, Bonus, Jasa Produksi, THR Rp. 0 Rp.0
5 Penerimaan Pekerjaan Lainnya Rp.0 Rp.0
Sub Total | Rp. 137.387.814 Rp. 56.070.000
5.2.PENERIMAAN DARI USAHA DAN KEKAYAAN
NO JENIS PENERIMAAN TOTAL PENERIMAAN KAS
1 Hasil Investasi dalam Surat Berharga Rp. 0
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2 Hasil Usaha/Sewa Rp.
3 Bunga Tabungan/Deposito dtan Lainnya Rp.
4 Penjualan atau Pelepasan Harta Rp.
5 Penerimaan Lainnya Rp.

Sub Total Rp.

5.3.PENERIMAAN LAINNYA

JENIS PENERIMAAN

TOTAL PENERIMAAN KAS

1 Penerimaan Hutang Rp.
2 Penerimaan Warisan Rp.
3 Penerimaan Hibah/Hadiah Rp.
4 Lainnya Rp.

Sub Total Rp.

6. PENGELUARAN
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6.1. PENGELUARAN RUTIN

JENIS PENGELUARAN TOTAL NILAI PENGELUARAN
1 Biaya Rumah Tangga (termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, Rp. 2.500.000
rekreasi, pembayaran kartu kredit)
2 Biaya Sosial (antara lain keagamaan, zakat, infag, sumbangan lain) Rp. 1.500.000
3 Pembayaran Pajak (antara lain PBB, kendaraan, pajak daerah, pajak lain) Rp. 302.000
4 Pengeluaran Rutin Lainnya Rp. 5.500.000
Sub Total Rp. 9.802.000

6.2.PENGELUARAN HARTA

NO JENIS PENGELUARAN _ TOTAL NILAI PENGELUARAN
1 Pembelian/Perolehan Harta Baru Rp.0
2 Pemeliharaan/Modifikasi/Rehabilitasi Harta Rp.0
3 Pengeluaran Non Rutin Lainnya Rp. 0
Sub Total Rp. 0

6.3.PENGELUARAN LAINNYA
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JENIS PENGELUARAN

2024

TOTAL NILAI PENGELUARAN

1 Biaya Pengurusan Waris/Hibah/Hadiah Rp. 0
2 Pelunasan/Angsuran Hutang Rp.0
3 Pengeluaran Lainnya Rp. 0

Sub Total Rp.0

7. LAMPIRAN FASILITAS

URAIAN

NAMA PIHAK PEMBERI FASILITAS

KETERANGAN

8. TOTAL HARTA KEKAYAAN

NO TOTAL HARTA TOTAL HUTANG TOTAL HARTA KEKAYAAN
1 Rp. 158.000.000 Rp. 5.169.200 Rp. 152.830.800
Catatan:

Rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum
dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan melalui elhkpn.kpk.go.id serta tidak dapat

dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
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Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara
wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ‘
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